
 

TAMBAHAN 
LEMBARAN NEGARA R.I 

No. 6323  PEMERINTAH DAERAH. Laporan dan Evaluasi. 

Penyelenggaraan. Pencabutan (Penjelasan atas 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52) 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2019 

TENTANG 

LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

 

I. UMUM 

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan 

mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai 

dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah 

wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi 

LPPD, LKPJ, dan RLPPD. 

LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 

(satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat 

melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut 

pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

selama 1 (satu) tahun anggaran. 

Selain menyampaikan LPPD dan LKPJ, kepala daerah juga wajib 

menyampaikan dan memublikasikan RLPPD kepada masyarakat yang 

memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 

 

 

www.peraturan.go.id



No. 6323 -2- 

(satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas 

kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD 

kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.   

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai ruang lingkup, 

penyusunan, dan penyampaian LPPD, LKPJ, dan RLPPD, pelaksanaan 

EPPD, dan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  

Cukup jelas. 

 

Pasal 2  

Cukup jelas. 

 

Pasal 3  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan 

dalam pertanggungjawaban. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah laporan yang 

disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “akurasi” adalah tepat dan benar. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “objektif” adalah mengenai keadaan yang 

sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan 

pribadi. 

Pasal 4  

Cukup jelas. 

 

Pasal 5  

Cukup jelas. 

 

Pasal 6  

Cukup jelas. 

www.peraturan.go.id



No. 6323 
-3- 

Pasal 7  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” adalah penentuan 

indikator kinerja dibahas dan disepakati bersama dengan 

kementerian/lembaga sebelum ditetapkan oleh Menteri. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8  

Cukup jelas. 

 

Pasal 9  

Cukup jelas. 

 

Pasal 10  

Cukup jelas. 

 

Pasal 11  

Cukup jelas. 

 

Pasal 12  

Cukup jelas. 

 

Pasal 13  

Cukup jelas. 

 

Pasal 14  

Cukup jelas. 

 

Pasal 15  

Cukup jelas. 

 

Pasal 16  

Huruf a 

Cukup jelas. 

www.peraturan.go.id



No. 6323 -4- 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kebijakan strategis” adalah kebijakan 

yang mempunyai dampak secara luas terhadap masyarakat di 

daerah yang bersangkutan dan/atau membawa konsekuensi 

pembebanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17  

Cukup jelas. 

 

Pasal 18  

Cukup jelas. 

 

Pasal 19  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap atau berhalangan 

sementara” adalah berhalangan tetap atau berhalangan 

sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pemerintahan daerah dan pemilihan 

gubernur, bupati, dan wali kota. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap atau berhalangan 

sementara” adalah berhalangan tetap atau berhalangan 

sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pemerintahan daerah dan pemilihan 

gubernur, bupati, dan wali kota. 

 

Pasal 20  

Cukup jelas. 

 

Pasal 21  

Cukup jelas. 
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Pasal 22  

Cukup jelas. 

 

Pasal 23  

Cukup jelas. 

 

Pasal 24  

Cukup jelas. 

 

Pasal 25  

Cukup jelas. 

 

Pasal 26  

Cukup jelas. 

 

Pasal 27  

Cukup jelas. 

 

Pasal 28  

Cukup jelas. 

 

Pasal 29  

Cukup jelas. 

 

Pasal 30  

Cukup jelas. 

 

Pasal 31  

Cukup jelas. 

 

Pasal 32  

Cukup jelas. 

 

Pasal 33  

Cukup jelas. 
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Pasal 34  

Cukup jelas. 

 

Pasal 35  

Cukup jelas. 

 

Pasal 36  

Cukup jelas. 

 

Pasal 37  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” 

adalah peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan 

dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38  

Cukup jelas. 

 

Pasal 39  

Cukup jelas. 

 

Pasal 40  

Cukup jelas. 

 

Pasal 41  

Cukup jelas. 
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